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BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data
1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama kelas 1- A Malang terletak di ”JaRaden Paniji
Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbikgpta Malang
Tel/Fax (0341) 491812 dengan letak geografis anZ0&8 - 802' LS dan

1126’ — 127’ BT, sedang batas wilayah adalah semsyeut:

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Pakis
SebelahTimur : Kec. Pakis dan Kec. Tantp
Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec .Pakisaji
Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec.Dau

Di Kota Malang terdapat 5 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen

3. Kecamatan Blimbing

4. Kecamatan Lowokwaru

5. Kecamatan Sukun
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Kantor Pengadilan Agama Malang di JI. Raden P&uroso No.l
di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan indilaempati tahun
1985 terjadi perubahan vyuridiksi berdasarkan keppMo. 25 tahun 1996
adanya pemisahan wilayah vyakni dengan berdirinyang&#ilan Agama
Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten MalangotakKadya

Malang.

Sebagai aset Negara Pengadilan Agama Malang metiengdzan
seluas 1.448 fdengan luas bangunan 844 2 nmyang terbagi dalam
bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidangngrutunggu, ruang

pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malaagg y
berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tal®84 dan diresmikan
penggunaanya pada tanggal 25 September 1985 Hartegiengan tanggal
10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalasrbgikan-perbaikan.
Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DNr#hkamah Agung
RI' Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Deseml04 Revisi |
Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Peirlgad Agama Malang
mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakatuk merehabilitasi
bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakanuku ruang Ketua,
ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruangPanitera /r&ekis, ruang panitera

Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruangkketariatan.

2. Landasan Kerja Dan dasar Hukum Pengadilan Agama Ka Malang
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Landasan kerja Pengadilan Agama Kota Malang diabdntlasarkan pasal
42 ayat(2) undang- Undang Dasar negara Republibniesia tahun 1945 yang telh

diamandemen menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Aguan badan
peradilan yang dibawahnya berada didalam lingkungagkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Pé&xadMiliter, lingkungan

Peradilan Tata usaha Negara, dan oleh sebuah makémnatitusi ”

Adapun pengadi;an agama Kota Malang yang diberguttasarkan staatblad
tahun1882 No 152 jo staatblad tahun 1937 No 116Nta610. Namun pada tahun
1931 dengan ordonansi tanggal 31 januari 1931 dataatblad No 31 tahun 1931,

ditetapkan 4 pokok antara lain:

1) Bentuk Pengadilan Agama sebagai Prestenraad atad Rgama diubah
menjadi Penghulu Goucth yang terdiri dari seoragiggbulu sebgai hakim

dan didampingi oleh 2 orang penasehat dan panitera.

2) Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memepédara- perkara
yang berhubungan dengan perkara perceraian / faseklangkan perkara

waris, gono- gini, hadhonah diserahkan kepada laeaatr

3) Untuk menjamin atas keadilan hakim, dan untuk megkat kedudukan
Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gag@p tedari

bendaharawan.

4) Diadakan Pengadilan Islam Tinggi sebagai badan &kiag banding atas

keputusan pengadilan Agama.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang
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a) Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa atathoterat dalam
menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenakatertiban, dan

kepastian hukum yang mampu memberikan pengayonpadkenasyarakat.
b) Misi

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi selgambatan atau
rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimadarpesecar cepat dan

tepat sebagai pelayanan prima.

2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnyaggeahtercapai

persidangan yang sederhana, cepat, dan dengarrinigsa.

3. Memutus perkara dengan cepat dan benara sehinggapde putusan/
penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapatsalilakan serta

memeberikan kepastian hukum.

Disamping visi dan misi tersebut diatas secara ufuga mengacu pada visi
dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
a)Visi
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan keteaki yang
mandiri efektif, efisien serta mendapat kepercaypablic, professional
dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, &trjangkau dan
biaya rendah serta mampu menjawab panggilan pelayaublic.

b)Misi

1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undandatindan peraturan

serta keadilan masyarakat.
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2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independan dampur tangan

pihak lain
3)Memeperbaiki kualitas input pada proses peradilan.
4)Mewujudkan institusi yang efektif, efisien, bernadoat dan dihormati.

5)Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandirik trdamihak dan

transparan.
4. ldentitas Hakim

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tigkihmyang telah ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Agama Malang untuk memberi#tata kepada peneliti
terhadap penulisan skripsi ini dengan jud&ertimbangan Hakim Terhadap
Putusan Poligami “ (Studi Perkara no: 368/Pdt. GOR9/PA. Malang ).Adapun

identitas hakim tersebut sebagai berikut:
Nama : Drs. Munasik, M.H
TTL :Bangkalan, 02 Juni 1968

Alamat: JI. Simpang Grajakan IV/B-1 kelnBanwangi

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim danydada tahun 1995 di
NTT yakni sebagai calon hakim, kemudian SK hakinriypada tahun 1999. Tahun
2005 pindah ke PA Bangkalan, dan pada bulan Juint&2008 beliau bertugas di

Pengadilan Agama Malang.

Nama: Dr. H. Mas Faishol, S.H , MH. ilmkPengadilan Agama Kelas 1-A

Kota Malang sejak awal 2011 beliau menjabat didurggan yuridis PA Malang.
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Dalam Undang- Undang No 7 Tahun 1989 pada Pasayf(1) disebutkan
tentnag kekuasaan absolut Pengdilan Agama yangugdasrt dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraghkai pertama antara orang-

orang yang beragama Islam, dibidang:
a) Perkawinan
b) Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukanl&sasrkan Hukum Islam.
c) Wakaf dan shadaqoh.

Pengadilan Agama Malang memeriksa perkara permohpofigami yang
diajukan pemohon beserta calon istri pemohon seyemny terdaftar pada register
perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tggtdril8 maret 2009, dengan

Nomer Perkara: 368/ Pdt. G/ 2009/ PA Malang.
5. Deskripsi Perkara No 368 /Pdt. G / 2009/ PA. Mig

» Bahwa Pemohon telah menikah dengan termohon padgab27 november
1996 dan dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah k&imesan Agama Malang
dengan mendapatkan kutipan Akta Nikah nomor: 836/ XI/ tertanggal 27

November 1996.

» Bahwa selama dalam perkawinan tersebut PemohonTdanohon telah
dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1) Suutd tahun, 2) DY

umur 9 tahun, dan 3) RB umur 3 tahun.

» Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rd&arharmonis,
segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah talagga diselesaikan

dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon
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» Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon mengenalnderasa tertarik
terhadap seorang perempuan dan selama itu hubuPgamohon dengan
perempuan tersebut cukup akrtab. Sehubungan hsébtgr pemohon
mengajukan permohonan izin poligami atau menikah dengan seorang
perempuan yaitu: SH umur 26 tahun, Agama Islamepakn swasta,

bertempat tinggal di Surabaya.

Pemohon samggup untuk memenuhi keperluan istri- dsth anak- anak
Pemohon kelak karena pemohon mempunyai penghasitan rata setiap

bulan sebesar RP. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa Permohon sanggup berlaku adil terhadap istiri-Pemohon tersebut,
(surat pernyataan terlampir), dan baik termohon caon istri Pemohon
masing- masing bersedia untuk dimadu oleh Pemobarat( pernyataan

terlampir).

Antara Pemohon dan calon istri pemohon tidak adkngan untuk
melakukan perkawinan baik secara syariat Islam prauperundang-

undangan yang berlaku., serta antara Pemohon tamistti Pemohon tidak
ada hubungan darah atau sesusuan, juga calopastaohon tidak ada ikatan
pertunangan dengan laki- laki lain.

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar aagatiy;mbul akibat

dalam perkara ini:

Pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua PengadilammAgMalang

berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:
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1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lpgligami) dengan

calon ikstri pemohon bernama: SH
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum.
Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapatiahon putusan seadil-

adilnya:
Keterangan Saksi- Saksi:

Saksi dari pihak Pemohon bernama: MA umur 58 tahbigama Islam,
bertempat tinggal di Sukun Kota Malang ; memberikasaksian dibawah

sumpahnya sebgaai berikut:

» Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon&aetaku ayah

pemohon.

» Mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon dikarurgai drang anak
yang bernama: 1) SD umur 11 tahun, 2) DY umur Qraldan 3)RB

umur 3 tahun.

» Saksi mengenal dengan calon iatri kedua Pemohog parnama SH
dan sekarang sedang hamil dengan Pemohon sertgaddatutan untuk
tanggung jawab terhadap SH dari keluarga SH, stk adanya
hubungan darah atau sepersusuan, Pemohon berpéngleakup untuk
menafkahi Termohon berasama anak- anaknya juga ¢stlinya, serta

SH tidak berada dalam pinangan orang lain.
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Saksi Kedua :

Saksi kedua dari pihak calon istri Pemohon: TI umBO tahun
Agama Islam, Dbertempat tinggal di Tambak Sari Sayap

memberi keterangan dibawah sumpahnya, sebaghuberi

» Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karksisks&ak

sekaligus wali calon istri Pemohon.

» Mengetahui bahwa pemohon dan Termohon dikarun(igg8 orang
anak) sedangkan calon istri Pemohon (adik kandakgj)ssekarang

hamil 3 bulan dengan pemohon.

» Mengetahui calon istri Pemohon tidak ada hubungdarah atau

hubungan sepersusuan dengan Pemohon..

» Mengetahui bahwa Pemohon memiliki penghasilan lahtink

menafkahi Termohan dan calon istri Pemohon.

» Mengetahui bahwa calon istri Pemohon tidak beradiana pinangan

orang lain.
Temuan Data :

« Bahwsanya Pemohon dan Termohon selama pernikahdikgeuniai tiga
orang anak, dan tidak ada halangan bagi termolaancacat badan untuk

melayani pemohon.

» Terdapat persetujuan tertulis dari calon isteri peom (SH) dan termhohon,

mereka menyatakan rela untuk dimadu.
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« Bahwasanya sebelum Pemohon mengajukan permohoraanpio pada
tanggal 18 maret 2009 yang tercatat dalam nomekaper 368/ Pdt. g/

2009/PA Malang calon istri pemohon telah hamil gengemhohon.

» Bahwasanya Pemohon bermaksud melaksanakan syslaat {(menikahi

SH) dan pemohon dituntut tanggung jawab oleh kghudari calon istri.

« Bahwasanya Pemohon menyatakan sanggup untuk menketwiuhan dan

berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anakeka.
B Analisa Data
1. Dalam Hal Persetujuan Istri Sebagai Syara®oligami.

Persetujuan dari istri merupakan syarat yang hdipenuhi untuk dijadikan
bukti tertulis maupun lisan sebagai pertimbangalgami seseorang dikabulkan
atau tidak menurut majelis hakim sebagaimana tetsaidalam pasal 5 ayat (1)

point a: adanya Persetujuan dari istri atau istii.>*

Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik eefsian lisan maupun

tertulis, apabila persetujuan itu merupakan pepsatulisan, maka persetujuan itu
harus diucapkan didepan sidang Pengadflan.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) Huruf a tdipkrlukan bagi seorang
suami apabila istri atau istri- istrinya tidak miimgdimintai persetujuanya dan tidak
dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak kalaar dari istri sekurang-

kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang perlu mengepilaian dari hakirf?

¢l pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang- Undang No | figtfiZ4 tentang Perkawinan.
%2 pasal 41 ayat(2) PP No.9 Tahun 1975
%3 pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.
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Pertanyaan : Apakah ada persetujuan iedati pihak istri (pemohon)?

Menurut Pak Munasik: Bahwa dalam hal seseorang akan megajukan
permohonan poligami, maka dengan berpedoman dekgatang-Undang No. 1
Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) huruf a, maka seorargebut harus menyertakan
surat persetujuan tertulis dari isteri (termohonjjbaecara lisan saat dipanggil
dalam hari sidang juga pernyataan tertulis yangadibirkan sebagai bukti- bukti
yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan, ngimegat syarat ini
merupakan syarat mutlak. Termohon menyertakan speasetujuan tertulisnya
sebagaimana terlampir pada putusan juga ditanyaaldich sidang Termohon
diant.%*

Menurut pak Faishol:Persetujuan dari istri itu adalah syarat utama dari
seorang Termohon yang hendak dipoligami oleh Pemokarena itu tidak mudah
seseorang akan berpoligami apabila tidak ada attu tidak mengizinkan. Hal ini
dengan mengacu pada PP NO. 9 Tahun 1975 huruf iby: yada atau tidaknya
persetujuan dari istri atau istri- istri baik lisamaupun tulisan persetujuan tersebut
harus diucapkan didepan sidat?y

Kerelaan Termohon besedia untuk dimadu ini dinyatadalam persetujuan
tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas acaray yakan dibuktikan dalam

persidangan pada hari yang telah ditentukan.

Tidak ada pengecualian seperti yang disebutkanmmdpkesal 58 Kompilasi
hukum Islam vyaitu: "Istri tidak dapat menjadi gihdalam perjanjian atau tidak ada
kabar dari istri sekurang- kurangnya 2 tahun athals lain yang perlu mendapat

penilaian dari hakim”, hal ini menguatkan niat Pé@wr untuk berpoligami.

Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbanganeisahakim untuk

memutuskan dikabulkanya izin poligami yang diajukamohon DA. Jadi kerelaan

Termohon itu sangat penting artinya karena poligaanus mempertimbangkan
perasaan istri, kecuali terdapat hal- hal yanguperéndapat penilaian dari hakim

yang memeriksa perkara tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kesanggupan PemohoBerlaku Adil.

® Wawan cara dengan Munasik di PA Malang tanggaf12ir2011
% Wawancara dengan Pak Mas Faishol di PA Malang Jairig Juni 2011
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Sebagaimana disebutkan pada Qs An Niga3agisebutkanDan jika kamu
takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap anakak yatim (bilamana kamu
mengawininya) maka kawinilah wanita- wanita laimgakamu senangi dua, tiga,
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan atlaperlaku adil, maka
kawinilah seorang saja atau budak- budak yang kamiliki. Yang demikian itu

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

Kemudian dalam Undang- Undang No 1 Tah@mlpasal 5 ayat(1) poin c,

disebutkan :
"Adanya jaminan suami akan berlaku adil tehadapdsin anak- anak mereka ”.

Pertanyaan: Bagaimana pertimbangan mafaism terhadap kesanggupan

pemohon berlaku adil?

Pak Munasik: Dengan memperhatikan bahwa pemohon menyatakan
kesanggupanya akan berlaku adil seperti tertulislana surat pernyataan
sebagaimana terlampir, dan keterangan dari sak$iviesanya pemohon dari segi
materi sanggup untuk memenuhi kebutuhan istri daakamereka mengingat
Pemohon mempunyai penghasilan lebih sebagaimankantpir dalam surat
keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh temyzatbekerja. Sedangkan
dalam hal kasih sayang juga tidak ada masalah kareaktu giliran dapat diatur
sendiri oleh pemohon®

Pak Faishol: Sifat adil dari Pemohon disini ditekankan pada jaam
mampu untuk memenuhi keperluan hidup istri- istn dnak- anak Pemohon. Juga
dengan melihat itikad baik Pemohon, kemudian Setetemeriksa keterangan
penghasilan Pemohon yang ditandatangani bendahargatnya Pemohon bekerja
sebagaimana terlampir dalam berkas pembuktian, ntakabulkan permohonanya.
Akan halnya adil dalam kasih sayang, kembali kepaagaimana siasat pemohon
untuk mengaturnya sendiri menurut kesanggupanigkssuanii. ®’

Kesanggupan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri dan anak-

anaknya merupakan beban hukum atas kehendaknyaunganstri lebih dari satu

% Wawancara. Munasik
7 Wawancara Faishol
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atau poligami. Dalam artian untuk mencukupi kebatulgang sifatnya materi dan

non materi bagi istri- istri dan anak- anaknyakitierabaikan salah satunya.

Adil dalam hal materi maupun non materi merupals#iatnya berupa
kesanggupan Pemohon dalam memberikan jaminan l@dakb adil, terlepas
nantinya pemohon mampu atau tidak berlaku adil patta — istri dan anak-

anaknya, karena sifat keadilan itu relatif.

Atas pernyataan Pemohon yang terlampir pada parayatan tertanggal 21
Maret 2009 tentang kesanggupan berlaku adil sefmgan syarat yang ditetapkan

oleh peraturan formil yang berlaku Pada pengadilgama yaitu pasal
3. ljtihad Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami.

litihad adalah suatu proses penggalianutiukatas suatu perkara, seperti
tercantum dalam undang- Undang No 14 Tahun 197@l @& ayat(1) bahwa
"pengadilan tidak Boleh menholak perkara yang mabakya karena undang-
undangnya kurang jelas, belum ada atau tidak adaufa tidak menutup

kemungkinan mengikuti dan memahami hukum yang hdiofasyarakat.

Pertanyaanya: Bagaimana pertimbangan hukum/ ijyaad) dipakai majelis hakim

dalam mengabrulkan permohonan poligami tersebut?

Munasik: 'Karena kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil serkap
syarat dalam pemenuhan hal materi, kemudian pegrsatu dan kerelaaan
Termohon untuk dimadu juga setelah mendengar p&agadari calon istri
Pemohon yang sedang dalam keadaan hamil dengampabila sesuatu perkara
yang sifatnya darurat karena bertujuan untuk mekofaafsadah maka majelis
hakim menggunkan kaidah figih sepenti:  artinya menolak mafsadat itu lebih
utama / didahulukan daripada menarik kemaslah&f&n

Pak Faishol: Alasanya, Pemohon mempunyai hajat yang kuat untuk
beristri lagi karena untuk pemenuhan hasrat biodmyia, mengingat istrinya ada di

8 Wawancara Munasik
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Malang sedangkan Pemohon bekerja dan bertempagdindi Surabaya. Hal ini
juga sebagaimana terlampir dalam putusan, sehinggdu untuk beristri lagi
dengan untuk menghindari mafsadat. Maka dalam hapun berdasarkan pada
kaidah fighiyah: menolak mafsadat lebih diutamakataripada menarik
kemaslahatah®®

Kemampuan hakim dalam berijtihad untuk memutukgra poligami ini
yaitu memakai penalaran figiyah, dengan memperaatiaktor- faktor ushul dan
kaidah- kaidah figih. Hal ini merupakan perwujudatas undang- undang yang
menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh mermdakara dikarenakan ada

atau tidak ada hukum yang mengatur masalah tersebut

Hasil ijtihad hakim ini bertujuan untuk mencapaiaklilan sosial sehthingga
tercipta suatu kemaslahatan umum bagi pihak- pilygaky berperkara, sebagaimana
dalam mengabulkan izin poligami dengan no perk&gd Bdt. G/ 2009/ PA. Mlg ini
juga menggunakan pertimbangan- pertimbangan kaidahl figih. Bahkan tidak
menutup kemungkinan mengadaptasi dari hukum yamketmoang dan hidup di

masyarakat.
4.Landasan Hukum Formil Dalam Mengabulkan Poligumi:

Hakim terikat untuk menerapkan ketentuandamg- undang dengan
mempertimbangkan : (1) pasal yang diterapkan hen@aknempunyai kejelasan
makna, (2) pasal yang diterapkan melindungi kepgah umum atau tidak

menimbulkan kepatutan yang tidak sesuai dengamiaesa dan kemanusia4h.

Pertanyaan: Apa landasan hukum Formil yang dipakajelis didalam

mengabulkan permohonan poligami tersebut?

Munasik: " Dasar hukumnya secara Formil ialah sebagai berilatsal
3 Ayat(2) pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 5 éyaindang- Undang No | tahun

% Wawancara Faishol
0 Yahya Harahap, Praktik Hukum Acara Di PengadilaJakarta: Sinar Grafika 2005), 820.
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1974 tentang perkawinan jo pasal 40,41, 42, darPB3no. 9 tahun 1975 jo pasal
57 huruf a, juga pasal 58 ayat (1dan 2) KHI dan gm mempertimbangkan bukti-
bukti yang diajukan pemohon serta pernyataan dakss saksi seperti tiak adanya
hubungan mahram, tidak ada hubungan sepersusuancalan istri pemohon tidak
berada dalam pinangan orang laif”

Pak Faishol: "Tentu dengan berpatokan pada pasal 3 Ayat(2) pasal
ayat (2) huruf a dan pasal 5 ayat(l undang- Undahg | tahun 1974 tentang
perkawinan jo pasal 40,41, 42, dan 43 PP no. 9 k@75 jo pasal 57 huruf a,
juga pasal 58 ayat (1dan 2) KHI, dari bebrapa padatas kekuatan hukumnya
mengikat karena formil dan termasuk lembaran Negaetlangkan KHI itu baru
akan menjadi hukum formil apabila diambil oleh maknenjadi dasar hukum untuk
menyelesaikan perkara?

Hukum formil yang berlaku pada Peradilan Agama asatangan hukum
formil yang berlaku pada Peradilan umum. Hal ihbeggimana tercantum dalam

Undang- Undang no 7 Tahun 1989 pada pasal 54 tgp&nadilan Agama

Pasal- -pasal yang terdapat pada putusan no 36&Pd2009 ? PA. Mlg
tersebut saling berkaitan antara lain UU No 1 TalRird, PP No 9 Tahun 1975, dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keharusan seorang hakim mencantumkan peraturamdierg- undangan
dalam memutuskan suatu perkara ini, ditegaskamspésal 23 UU No 14 Tahun
1970 kemudian diubah dengan UU no 35 Tahun 1989 demandemen lagi

menjadi Pasal 25 ayat (1) UU No 4. Tahun 2004
5. Poligami Merupakan Problem Perkawinan Yang Berat Darurat.

Bahwa diperbolehkanya beristri lebih dari satu aldakarena keadaan
darurat yang merupakan tuntutan dari kehidupantigraeperti hajat alami sebagian
laki- laki, atau karena banyak jumlah wanita, tem# setelah peperangan dan

bencana yang membuat poligami membawa kebaikanvpacita itu sendiri.
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Pertanyaan: Apakah poligami ini bersifat darueat darus segera diputuskan?

Pak Munasik: "ya sifatnya sangat darurat karena dalam sidangoal
istri Pemohon saat ditanya dalakeadaanhamil dengan pemohon hal ini juga
diperkuat oleh saksi- saksi yang menyatakan SHndd@adaan hamil dengan
pemohon, kemudian juga Pemohon oleh keluarga SHuntdit untuk
bertanggungjawab untuk menikahi , maka dengan medhgan untuk
mendahulukan kemaslahatan maka dikabulkanlah pesmarhtersebuit”

Pak Faishol:Mengingat kondisi pemohon merupakan orang yang
memang butuh untuk menyalurkan syahwatnya sedangiamya ada di Malang
akan tetapi Pemohon bekerja di Surabaya. Kemudempsat saya baca diputusan
Pemohon telah menjalin hubungan terlalu dekatarsga calon istrinya itu hamil
lebih dulu dengan Pemohon. Maka pemohon dituntah deluarga calon istri
Pemohon untuk menikahnya, tentu saja hal sepertibarsifat darurat karena
berkaitan dengan nama baik calon istri Pemohon ftaskeeluarganya dan status
ayah biologis dari anak yang dikandung calon isgan’ "

Dalam memepertimbangkan suatu perkara yang akaugkan, selain pada
pasal- pasal dalam Undang- Undang yang mengatimadap masalah yang
ditangani, seorang hakim juga harus menguasai te@slahah al mursallghyaitu

teori yang tentang mengutamakan kemaslahatan datamapai keadilan.

Hal ini dikarenakan suatu perkara kadang ada yangengandung
kemudharatan apabila tidak segera diputus, dikkeenapada permohonan izin
poligami ini, calon istri Pemohon menyatakan tet@mil dengan Pemohon, maka

pemohon berniat untuk menjalankan syariat Islamikaéncalon istri.

Keadaan darurat yang seperti inilah yang secepdtayus diputuskan untuk
menjaga nama baik Pemohon, calon istri pemohona d&yi yang ada dalam
kandungan calon istri Pemohon agar mendapat paagagtatus hukum sebagai

anak sah Pemohon.

6. Hakim mempunyai kewenangan dalam menerapkatJndang- Undang

juga mengesampingkan Undang- Undang dalam mengamkkkputusan
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Pertanyaanya : Apakah perkara ini dapat dikatakbagai bentuk pengesampingan

undang- undang / Contra Legem?

Pak Munasik: Perkara ini tidak dapat dikatakan Contra Legem. &e
tidak ada pertentangan dari pihak pemohon dan térong juga menurut kepatutan

Undang- Undang pemohon dapat memenuhi syarat ketengang berlaku. Dan

tidak ada pengecualian yang perlu mendapat penilaari hakim”.”

Pak Fasihol:'Perkara permohonan izin poligami bukan termasukreon
leggem mengingat syarat- syaratnya sesuai dengaang: undang, adapun bila
poligami ini alasanya karena keadaan tertentu nmgalnikah poligami secara sirri
kemudian diisbatkan ke Pengadilan Agama di daemmpat tinggalnya atau

poligami istrinya lebih dari empat orang istri maktu baru dinamakan contra

leggem”®

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses paradilakim tidak hanya
berfugsi dan berperan memimpin jalanya persidangahingga pihak yang
beperkara mentatai aturan main sesuai denganetdifa beracara yang digariskan
hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahlzerkewajiban mencari dan
menemukan hukum objektif atau materiil yang akiéerapkan dalam memutuskan

perkara.

Hakim dianggap mengetahui Hukumnya atgus curia novitatas suatu
perkara. Oleh karena itu selain bepedoman padan®amng- undangan sebagai
hukum formil yang berlaku pada Peradilan Agamaamiakeadaan tertentu hakim
mempunyai kewenangan dalam mengesampingkan undadgng. Dengan syarat
bahwa pasal- pasal yang disingkirkan itu benar-abedbertentangan dengan
kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusehingga kalau pasal

itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan&epdtutan.

Dalam putusan permohonan izin poligami No 368/ (@it 2009 ini tidak

terdapat pengesampingan undang- undang dan pasal yang disebutkan dalam
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putusan sesuai dengan kepatutan dan kemaslahatang@a pihak yang beperkara
tidak ada satupun yang terabaikan dari unsur peazena keadilan tauEquality

before law



